BAB |
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan
nasional,sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tindak pidana
korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan
keuangannegara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap
hak-hak sosial dan ekonomi masyarakatsecara luas.

Korupsi sudah sangat meluas secarasistemik merasuk ke semua
sektor diberbagai tingkatan pusat dan daerah disemua lembaga negara,
baik eksekutif,legislatif maupun yudikatif. Oleh karena itu, tindak
pidana korupsi merupakan suatu golongan kejahatan yang luar biasa
(extraordinary crime), sehingga dalam pemberantasannya pun harus
dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa (extraordinary
measure), serta menggunakan instrument-instrument hukum yang luar
biasa pula (extraordinary instrument).

Di Indonesia, secara kasat mata kasus korupsimerupakan
konsumsi publik yang dapatdiperoleh melalui berbagai media
massa,baik cetak maupun elektronik. Hampir tidakada hari yang
terlewatkan tanpa beritatentang kasus korupsi.Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa tindak pidanakorupsi
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menimbulkan akibat yang luar biasadalam berbagai aspek
kehidupanmasyarakat, seperti angka kemiskinan yang tinggi,
penggangguran, meningkatnya hutangluar negeri, serta kerusakan
alam.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia
mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun
1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018.Dengan persentase
kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang
pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan
mencapai 25,95 juta orang.Jika dibandingkan dengan periode
sebelumnya, yaitu September 2017, persentase kemiskinan tercatat
sebesar 10,12 persen atau setara dengan 26,58 juta orang penduduk
miskin di Indonesia.?*> Walaupun angka tersebut menunjukkan
penurunan dari tahun sebelumnya akan tetapi tingkat kesejahteraan
masyarakat dan jumlah penduduk miskin masih terbilang banyak.

Terlebih lagi mengenai hutang Indonesia saat ini, Bank
Indonesia (BI) menyebutkan jumlah utang luar negeri Indonesia
mencapai 358 miliar dolar AS atau setara Rp5.191 triliun (kurs 1 dolar
AS = Rp14.500) per akhir Juli 2018, naik 4,8 persen dibanding
periode sama 2017. Meskipun naik, jika dibandingkan pertumbuhan

penarikan Juni 2018, utang asing Indonesia melambat, pada bulan Juni

%https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-
persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999, diakses pada tanggal 2 Januari
2020, pukul 09.54 WIB.
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2018, utang luar negeri naik 5,5 persen.?Selain itu, kerusakan hutan
yang terjadi adalah seluas3,8 juta hektar, yakni yang dibabat
dandieksploitasi secara illegal. Kondisi inidengan sendirinya
menempatkan tindakpidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa(extra
ordinary crime) yang harusditanggulangi dengan cara-cara yang
ekstra.

Sebagai upaya penanggulangan tindakpidana korupsi yang
termasuk dalam golongan kejahatan yang luarbiasa, pembuat undang-
undang memformulasikan beberapa hal penting, yangdianggap dapat
dipakai sebagai alat untukmenjerat dan mendatangkan efek jerakepada
pelaku, yakni asas pembuktianterbalik dan sanksi yang berat,
termasukpidana mati.Kebijakan formulasi pasal-pasal yang berkaitan
dengan kedua hal initentu didasarkan pada pemikiran
dandilatarbelakangi oleh keinginan untukmemberantas tindak pidana
korupsi.Namun, kebijakan formulasi ini tidak diikutioleh kebijakan
aplikasi. Sebagaimana  asaspembuktian terbalik  enggan
untukditerapkan dalam persidangan tindak pidanakorupsi, maka
hakim tindak pidana Kkorupsijuga enggan untuk menerapkan
ancamanpidana mati terhadap pelaku tindak pidana,meskipun nyata-
nyata negara telah  dirugikanmilyaran, bahkan trilyunan
rupiahdanbanyak anggota masyarakat kehilangankesempatan untuk

menikmati kesejahteraanakibat dari tindak pidana tersebut.

Zhttps://www.wartaekonomi.co.id/read195477/utang-indonesia-saat-ini-naik-jadi-
rp5191-triliun.html, diakses pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 10.00 WIB.
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Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakanwarisan dari
ketentuanhukum kolonial Belanda, yang sampai saat ini tidak
kunjungdikoreksi secara tuntas. Meskipun di Belanda sendiri praktik
hukuman mati telahdihapuskan.Dalam titel 1l Buku | Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yang berjudul “Hukuman” (straffen),
tergambar sistem hukuman pidana yang berlaku di Indonesia. Sistem
ini sederhana, hanya disebutkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana ada 4 (empat) macam hukuman pokok, yaitu :
(1) hukuman mati, (2) hukuman penjara, (3) hukuman kurungan, (4)
denda dan terdapat 3 (tiga) macam hukuman tambahan, yaitu : (a)
pencabutan hak-hak tertentu, (b) perampasan barang-barang tertentu,
dan (c) pengumuman putusan hakim. Sifat kesederhanaan ini terletak
pada gagasan bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan
pada sifat berat atau ringan tindak pidananya.**

Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik
dikaji oleh para ahlikarena memiliki nilai kontradiksi atau
pertentangan yang tinggi antara yang setuju denganyang tidak setuju.
Pendapat yang setuju mengatakan bahwa orang yang terhukum
tersebutberhak mendapatkan hukuman mati karena beberapa alasan
yang menyebabkan dia sebagaiseorang yang pantas mendapatkannya.
Sedangkan mereka yang tidak setuju terhadaphukuman mati adalah
bertentangan dengan hak asasi manusia Yyaitu hak untuk hidup,

yangmerupakan hak dasar bagi setiap individu. Dalam sistem di

* Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,PT. Refika
Aditama, Bandung, 2011, him. 174.
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negara lain, satu persatu menghapuspidana mati, maka sebaliknya
yang terjadi di Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam, pidana mati (ugbah al i’dam)
memangnyata ditemukan dalam 3 (tiga) bentuk pemidanaan, yaitu had
(hudud), qishashdan ta’zir.Pidana mati merupakan hukuman
maksimal yang senantiasa eksis dan diakui kelegalannyaoleh hukum
Islam. Hukum Islam tetap mempertahankan hukuman mati untuk
tindakkejahatan tertentu. Esensi penerapan hukuman mati pada hukum
Islam lebih untukmelindungi kepentingan individu dan masyarakat
dari tindak kejahatan yangmembahayakan sendi-sendi dasar
kemanusiaan. Karenanya tujuan umum adanya hukumandalam Islam,
termasuk hukuman mati, adalah untuk merealisasikan kemaslahatan
umat(mashlahah al-naas) dan menegakkan keadilan (daam al-
adaalah).

Hukuman pidana mati dalam perkara tindak pidana korupsi
diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut
menyatakan bahwa : “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana
mati dapat dijatuhkan”. Mengenai Pasal 2 ayat (2) pada penjelasan
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan
“keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkansebagai

pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak
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pidanatersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya
sesuai denganundang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi
bencana alam nasional, sebagaipengulangan tindak pidana korupsi,
atau pada waktu negara dalam keadaan krisisekonomi dan moneter”.
Namun setelah adanya perubahan atas undang-undang tersebut
yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penjelasan Pasal 2 ayat (2)
berubah walaupun substansi pasalnya tetap sama. Penjelasan Pasal 2
ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan
bahwa “yang dimaksud dengan keadaan tertentu" dalam ketentuan ini
adalah keadaan yang dapatdijadikan alasan pemberatan pidana bagi
pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidanatersebut
dilakukan  terhadap dana-dana yang diperuntukkan  bagi
penanggulangan  keadaanbahaya, = bencana alam  nasional,
penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas,penanggulangan
krisis ekonomi dan moneter dan pengulangan tindak pidana korupsi”.
Salah satu penyebab tidakditerapkannya ancaman pidana mati
kepadakoruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti
dengan syarat dalam*“keadaan tertentu” (Pasal 2 ayat (2)).
Dalampenjelasan pasal ini dirumuskan bahwa,yang dimaksud dengan
keadaan dengan“keadaan tertentu” dalam ketentuan inidimaksudkan
sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila

tindakpidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan
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bahaya sesuaidengan undang-undang yang berlaku, padawaktu terjadi
bencana alam nasional,sebagai  pengulangan tindak pidana
korupsi,atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan
moneter.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa yangmenyatakan ketentuan korupsi yangdilakukan pada waktu
negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alamnasional,
pengulangan tindak pidanakorupsi, atau negara dalam keadaan Krisis
ekonomi dan moneter, malah kontradiksidengan pemberantasan
korupsi sebab tidak jelas parameternya. Pernyataan demikiantentunya
akan terbantahkan jikadiperhadapkan dengan keharusan seoranghakim
untuk bertindak kreatif sesuai denganmakna ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Undang-UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, di mana hakimwajib menggali, mengikuti dan
memahaminilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat.

Dengan demikian, ketidakjelasan parameterseperti dikemukakan
di atas bukanlah merupakan alasan yang menyebabkan hingga kini
belum adahukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Namun apabila
dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia,Mahkamah Konstitusi melalui
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-V/2007 pada
intinyamenyatakan hukuman mati terhadap kejahatan yang serius
merupakan bentukpembatasan hak asasi manusia atau dapat disebut

sebagai pelanggaran HAM.
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Tindak pidana korupsi masih memiliki kelemahan,antara lain
belum ada ketentuan yangmengatur tentang grativikasi seksual
danketentuan pembuktian terbalik yang hampirtidak pernah digunakan
oleh penegakhukum. Selain itu, pidana mati masih tetapdipertahankan
dalam Rancangan Undang-UndangKitab Undang-Undang Hukum
Pidana dengan sifat khusus danselalu diancamkan secara alternatif.

Perdebatan tentang efektivitas pidana mati,khususnya bagi
tindak pidana korupsi masihtetap terjadi. Perdebatan ini didasarkan
pada asumsi apakah penjatuhan pidana matiefektif dalam
menanggulangi kejahatan (korupsi). Terdapat 2(dua) kelompok yang
secara komprehensif mengajukan argumentasi mereka, baik yang
menentang(abolisionis) maupun yang mendukung(retensionis)
hukuman mati.

Kelompok abolisionis mendasarkanargumennya pada beberapa
alasan.Pertama, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang
merendahkan martabatmanusia dan bertentangan dengan hak
asasimanusia. Atas dasar argumen inilahkemudian banyak negara
menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilanpidananya.
Sampai sekarang ini sudah 97 negara menghapuskan hukuman
mati.Negara-negara anggota Uni Eropa dilarang menerapkan
hukuman mati berdasarkan Pasal 2 Charter of Fundamental Rightsof
the European Union tahun 2000. Majelis Umum PBB pada tahun
2007,2008 dan 2010 mengadopsi resolusi tidak mengikat (non-binding

resolutions) yangmenghimbau moratorium global terhadap hukuman
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mati. Protokol Opsional Il International Covenant on Civil and
Political Rights/ICCPR akhirnya mewajibkansetiap negara mengambil
langkah-langkahuntuk menghapuskan pidana mati.

Kelompok abolisionis juga menolakalasan kaum retensionis
yang meyakinihukuman mati akan menimbulkan efek jera,dan
karenanya akan menurunkan tingkatkejahatan khususnya korupsi.
Belum ada bukti ilmiah konklusif yang membuktikankorelasi negatif
antara hukuman mati dan tingkat korupsi. Sebaliknya,
berdasarkanindeks Persepsi Korupsi Transparansilnternasional tahun
2011, justru negara-negara yang tidak menerapkan hukumanmati
menempati ranking tertinggi sebagainegara yang relatif bersih dari
korupsi, yaituSelandia Baru (ranking 1), Denmark (2) dan Swedia (4).

Sementara itu, kelompok retensionismengajukan argumen yang
mendukunghukuman mati. Alasan utama adalahhukuman mati
memberikan efek cegahterhadap pejabat publik yang akanmelakukan
korupsi. Bila menyadari akandihukum mati, pejabat demikian
setidaknya akan berpikir seribu kali untuk melakukankorupsi. Fakta
membuktikan, biladibandingkan dengan negara-negara majuyang
tidak menerapkan hukuman mati, Arab Saudi yang memberlakukan
hukum Islamdan hukuman mati memiliki tingkat kejahatanyang
rendah. Berdasarkan data United Nations Office on Drugs and Crime

padatahun 2012, misalnya, tingkat kejahatan pembunuhan hanya 1,0
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per 100.000 orang apabila dibandingkan dengan Finlandia 2,2,
Belgial,7 dan Russia 10,2.%

Kelompok retensionis juga menolakpendapat kelompok
abolisionis yangmengatakan hukuman mati (terhadap koruptor)
bertentangan dengan kemanusiaan. Menurut kelompok retensionis,
justru korupsi merupakankejahatan luar biasa  yang
menistakanperikemanusiaan. Korupsi merupakankejahatan
kemanusiaan yang melanggar hak hidup dan hak asasi manusia tidak
hanyasatu orang, namun jutaan manusia. Indonesia adalah salah satu
negara retensionis yangsecara de yure maupun de facto
mengakuiadanya pidana mati. Kelompok retensionisdi Indonesia
berpendapat, hukuman mati terhadap koruptor tidak melanggar
konstitusisebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi.
Moderman seorangsarjana yang pro pidana mati berpendapatbahwa
demi ketertiban umum pidana mati dapat dan harus diterapkan,
namunpenerapan ini hanya sebagai sasaran terakhirdan harus dilihat
sebagai wewenang daruratyang dalam keadaan luar biasa
dapatditerapkan.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah salah satu dampak
banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Kemiskinan
merusak hak hidup jutaan manusia Indonesia, maka berdasarkan
pertimbangan rasa kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam

masyarakat, hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi masih

% United Nations, World Drug Report,United Nations Office On Drugs And
Crime, Vienna, New York, 2012.
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perlu untuk tetap dirumuskan dalam undang-undang pemberantasan

tindak pidana korupsi di masa mendatang. Hukuman mati

dapatmemberikan peringatan keras pada para pejabat publik untuk

tidak melakukankorupsi. Namun, hukuman mati hendaknya

perumusannya harus jelas dan tegassehingga tidak menimbulkan

multitafsir dankeragu-raguan dalam penerapannya untuk dijatuhkan.
Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka penulis

ingin meneliti dan menganalisis lebih lanjutmengenai permasalahan

hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan

menyusunnya dalam bentuk disertasi dengan judul “Rekonstruksi

Terhadap Sanksi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Nilai Kemanusiaan dan Keadilan”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan dengan latar belakang tersebut di atas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

4.  Bagaimanakahpelaksanaan pidana mati dalam kasus korupsi di
Indonesia saat ini?

5. Mengapa sanksi pidana mati dalam kasus tindak pidana korupsi
belum pernah dilakukan ?

6.  Bagaimanakah rekonstruksi terhadap sanksi pidana mati dalam
tindak pidana korupsi berdasarkan nilai kemanusiaan dan
keadilan ?

Tujuan Penelitian
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam
penelitian ini adalah :
4. Untuk menganalisis dan mengetahui penegakan hukum tindak
pidana korupsi di Indonesia saat ini.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui penyebab sanksi pidana
mati terhadap tindak pidana belum pernah dilakukan
6. Untuk menganalisis dan mengetahui rekonstruksi terhadap
sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi berdasarkan
nilai kemanusiaan dan keadilan.
E. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :
3. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan konsep
baru dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana
mengenai konstruksi sanksi pidana mati dalam tindak pidana
korupsi berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan.
4.  Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai
bahan bagi pemerintah pusat maupun daerah agar kasus-kasus
tindak pidana korupsi yang banyak melibatkan pejabat negara
bahkan di semua lini masyarakat dapat terselesaikan dengan adil
dan tidak merugikan masyarakat sosial dan negara.

F. Kerangka Konseptual
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Pada bagian ini menyajikan Kajian Pustaka sebagai penjelasan
dari judul disertasi yang meliputi :
1.  Penjelasan Terkait Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah pengembalian seperti semula atau penyusunan
(penggambaran)  kembali.®Menurut  James P.  Chaplin,
reconstruction ~ merupakanpenafsiran  data  psikoanalitis
sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi
yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada
bagi individu yang bersangkutan. %’

Sedangkan menurut Ali Mudhofir, rekonstruksionisme
adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang
bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan
pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu
diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.”®

2. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab
adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang
terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara
ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi

pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang

https://kbbi.web.id/rekonstruksi, diakses pada tanggal 25 Januari 2020, pukul
08.17 WIB.

'James P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1997, him.421.

Ali Mudhofir, Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat dan Teologi, Gajahmada
University Press, Yogyakarta, 1996, him. 213.
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diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku
perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat menggangu atau
membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada
dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi
perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang
bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari
kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang
memenuhi unsur syarat-syarat tertentu,”® sedangkan Roslan
Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan
ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan
negara kepada pembuat delik.*®

3. Pengertian Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut
perundang-undangan pidana kita (Indonesia) dan tidak lain
berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu
jiwa atau nyawa manusia.**Hukuman atau pidana mati adalah
penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang
telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-

undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati

®Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Unila,
Bandar Lampung, 2009, him. 8.

%Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana |, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2011, him. 81.

'Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2005, him. 89.
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berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati
adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman terberat
yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

Pidana mati tidak hanya diatur oleh Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dan untuk tindak pidana umum saja,
tetapi pidana mati juga diatur di dalam Undang-Undang Pidana
Militer atau disebut juga KUHPM yang tindak pidananya
khusus dilakukan oleh anggota TNI/militer baik untuk delik
umum maupun delik militer.

Tata cara pelaksanaan pidana mati berdasarkan Hukum
Acara Peradilan Militer dalam Pasal 225 HAPMIL menentukan
bahwa pelaksaan pidana mati dilakukan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum.
Pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim sudah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, artinya terpidana tidak naik banding
tidak mohon grasi, bahkan menerima pidana yang telah
dijatuhkan, namun pidana mati itu belum boleh dilaksanakan
sebelum mendapat putusan presiden mengenai pelaksanaannya
hal ini diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Grasi Nomor
3 Tahun 1950 LN. No. 40 Tahun 1950. Ditempatkannya
ketentuan dalam Undang-Undangg Grasi mempunyai arti bahwa
walaupun terpidana tidak memohon grasi, namun demi

mencegah kesalahan yang mungkin terjadi, melalui prosedur
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yang ketat masih dianggap perlu untuk meminta keputusan

Presiden.?

4.  Penjelasan Terkait Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang
dikenal dalam hukum Belanda yaitu “strafbaar feit”. Strafbaar
feit terdiri dari tiga kata yakni straf, baar, feit, yang manastraf
diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan baar
diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata feit
diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan
perbuatan.

Sementara itu, tindak pidana atau perbuatan pidana
merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan
hukum pidana. Hal ini sebagaimana pendapat Moeljatno yang
menyatakan bahwa :**

“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang

oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang
siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga
dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang
oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana,
asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukan
kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang
ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman

pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan
kejadian itu.”

*Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung,
2006, him. 63.

% Adami Chazawi, Op.Cit., him. 67.

*Ibid., him. 71.
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Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu Corrupti atau
Corruptus, yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan,
tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari
kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana
dapat dibaca dalam TheLexion Webster Dictionary.**Sehingga
ditinjau dari sudut bahasa korupsi berarti kemerosotan dari yang
semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk.
Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam
perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh
Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi
untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang,
penerimaan uang sogok, dan sebagainya.*®

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi
adalah perbuatan yang melanggar hukum berupa penggelapan
uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya, yang dapat
dikenakan sanksi pidana.

5. Nilai Kemanusiaan dan Keadilan

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yakni makhluk
ciptaanTuhan Yang Maha Esa, yang memiliki potensi, pikir,
rasa, karsa dan cipta. Karena potensi ini manusia mempunyai,
menempati kedudukan dan martabat yang tinggi.Potensi

kemanusiaan dimiliki oleh semua manusia di dunia, tanpa

%Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, PT. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 1984, him. 7.

®W. J. S. Poerwodarmito, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 1976, him. 454.
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memandang ras, keturunan dan warna kulit, serta bersifat
universal. Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa
Indonesia bersumber pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa yakni
sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaanNya. Hal ini
selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea
pertama dan Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 Undang-Undang Dasar
1945.

Sedangkan keadilan merupakan sesuatu yang abstrak,
berada dalam dunia sollen tumbuh secara filsafati dalam alam
hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang
mendambakan keadilan.*” Di dalam ilmu hukum keadilan itu
merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan
gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu
hukum, oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang
teoritik dan filosofis.

G. Kerangka Teoretik
Dalam menjawab permasalahan penelitian di atas, maka
kerangka teori yang akan digunakan meliputi :
1.  Teori KeadilanBermartabat Sebagai Grand Theory

Penganut positivisme hukum menegaskan bahwa keadilan
adalah ketika melaksanakan undang-undang. Esensi keadilan
adalah ketika menerapkan hukum atau undang-undang. Hans

Kelsen sebagai penganut positivisme menolak masalah keadilan

%'Bahder Johan Nasution, Hukum dan Keadilan, Mandar Maju, Bandung, 2015,
him. 174.
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dijadikan bagian pembahasan dalam ilmu hukum. Menurutnya,

keadilan adalah masalah ideologi yang ideal-rasional. Hukum

harus diterima apa adanya, yaitu berupa peraturan-peratuaran

yang dibuat dan diakui oleh negara.*® Menurut friedman, esensi

ajaran Kellsen adalah sebagai berikut :*

a.

Tujuan teori hukum seperti halnya setiap ilmu, adalah
untuk mengurangi kekalutan serta meningkatkan kesatuan.
Teori hukum adalah ilmu, dan bukan kehendak. la adalah
pengetahuan tentang hukum yang ada, dan bukan tentang
hukum yang seharusnya ada.

IImu hukum adalah normatif, dan bukan ilmu alam.

Teori hukum sebagai suatu teori tentang norma-norma,
tidaklah berurusan dengan persoalan efektifitas norma-
norma hukum.

Suatu teori tentang hukum sifatnya murni tentang cara
pengaturan dan isi yang berubah-ubah menurut jalan atau
pola spesifik.

Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum

positif tertentu adalah sama halnya dengan hubungan antara

hukum yang mungkin dan hukum yang ada. Hukum positif yang

sifatnya kaku hanya berpihak kepada penguasa sebagai

pemegang kendali suatu negara. Hukum positif menurut Hart

% Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Filsafat, Teori, dan lImu Hukum,
Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Rajawali Pers, Jakarta,

2012, him. 113.

Fbid., him. 112.
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Lon Fuller menjelaskan bahwa esensi hukum terletak pada
penggunaan kekuasaan pada unsur paksaan. Selain itu John
Austin sebagai positivis utama mempertahankan satu-satunya
sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi.*°

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling
banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.
Aristoteles telah menulis secara luas tentang keadilan. la
menyatakan bahwa keadilan adalah kebijakan yang berkaitan
dengan hubungan antarmanusia. Lebih lanjut, Aristoteles dalam
tulisannya Retorica membedakan keadilan dalam dua macam
yaitu keadilan distributif (justitia distributiva) sebagai keadilan
yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-
jasanya atau pembagian menurut haknyamasing-masing, serta
keadilan komulatif (justitia cummulativa) sebagai keadilan yang
diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa
masing-masing. Keadilan komulatif ini didasarkan pada
transaksi (sunallagamata) baik yang sukarela atau pun tidak.

Thomas Aquinas juga telah menjabarkan keadilan dengan
membedakannya dalam 2 (dua) kelompok yaitu keadilan umum
(justitia generalis) dan keadilan khusus (justitia specialis).
Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-
undang yang harus ditunaikan demi Kkepentingan umum,

sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan

“lbid., him. 154.
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atau proporsional. Keadilan khusus kemudian dijabarkan dalam

3 (tiga) bentuk, yaitu :

a.  Keadilan distributif (justitia distributiva) adalah keadilan
yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan
hukum publik secara umum;

b.  Keadilan komutatif (justitia commutativa) adalah keadilan
dengan mempersamakan antara prestasi dengan
kontraprestasi.

c.  Keadilan vindikatif (justitia vindicativa) adalah keadilan
dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian
dalam tindak pidana. Seseorang akan dianggap adil
apabila dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya
hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang
dilakukannya.

Ibnu Taymiyyah juga memberikan pandangan tentang
keadilan, bahwa keadilan adalah memberikan sesuatu kepada
setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus
diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak
memihak kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan
kewajiban, mengerti mana yang benar danmana yang salah,
bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah
ditetapkan. Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang
asasi dan menjadi pilar bagi berbagai aspek kehidupan, baik

individual, keluarga, maupun masyarakat. Keadilan ini tidak
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hanya menjadi harapan setiap insan/manusia, akan tetapi kitab
suci umat Islam (Al Quran) menjadikan keadilan sebagai tujuan
risalah samawi.

John Rawls yang dipandang sebagai teori keadilan paling
komprehensif hingga kini, teori John Rawls sendiri berangkat
dari pemahaman atau pemikiran utilitarianisme, sehingga
banyak mempengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S. Mill
dan Hume yang dikenal sebagai tokoh-tokoh utilitarinisme.
Sekalipun John Rawls sendiri lebih sering dimasukkan dalam
kelompok penganut Realisme Hukum.**

Begitu pentingnya nilai keadilan dalam masyarakat
menuntut agar nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan serta hidup
terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam
ukuran negara. masing-masing memiliki teori keadilannya
sendiri yang mungkin saja berbeda satu dengan yang lainnya,
dan tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita
negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan
common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga
masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara menunjukkan
hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Konsekuensi
Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang

membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-

*! Notohamidjojo, Kata Pengantar Rahasia Hukum, BPK Gunung Mulia, Jakarta,
1973, him. 167.
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cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah
kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan
pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basic of
goverment) dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi
dan prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and
procedures).*?

Secara material-subtansial dan intrinsik Pancasila adalah
filosofis. Misalnya, hakikat dari sila kemanusiaan yang adil dan
beradab, belum lagi nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa
dan nilai-nilai di dalam sila-sila lainnya. Kesemuanya adalah
bersifat metafisis/filosofis, dalam tata-budaya masyarakat
Indonesia pra-kemerdekaan dan masih berlangsung hingga Kini
dan seharusnya di masa-masa yang akan datang, nilai Pancasila
diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang di
praktikkan.Sementara itu, secara formal-konstitusional, bangsa
Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat
negara) Republik Indonesia. Tidak ada satu undang-undang pun
di dalam sistem hukum positif Indonesia yangtidak
mencantumkan pengakuan bahwa seluruh struktur, isi, cara
bekerja, tujuan, fungsi dan asas-asas dasar serta berbagai kaidah
hukum lain sebagainya di dalam setiap Undang-undang yang
tidak mencantumkam Pancasila. Secara psikologis dan kultural,

bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan

*Ahmad Zaenal Fanani, Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan
Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, him. 5.
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budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia
sebagaimana bangsa-bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa)
mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Pancasila adalah
filsafat yang di warisi dalam budaya Indonesia yang apabila di
cermati dapat di temukan pula di dalam sistem bangsa-bangsa di
dunia.®®
Middle Theory
a.  Teori Negara Hukum
Istilah negara hukum merupakanterjemahan dari
istilah “rechtsstaat”.*Istilah lain yang digunakan dalam
alam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga
digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo
menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara
hukum atau rechtsstaat.”**Sementara itu, Muhammad
Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan
rechtsstaat atau government of law, sebagaimana kutipan
pendapat berikut ini:
Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit
memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula
negara Republik Indonesia ialah negara hukum
(rechtsstaat, government of law) tempat keadilan
yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan

(machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan
badan melakukan sewenang-wenang.

* Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media,
Bandung, 2017, him. 1-10.

* Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi Tentang
Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan
Umum dan Pembentukan Peradilan Aministrasi Negara, Bina IImu, Surabaya, 2012, him.

** 0. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen, Jakarta,

1970, him.27.
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Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam
literature hukum Indonesia, selain istilah rechtsstaat untuk
menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah
the rule of law. Namun istilah the rule of law yang paling
banyak digunakan hingga saat ini.Menurut pendapat
Hadjon, kedua terminologi yakni rechtsstaat dan the rule
of law tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum
yang berbeda. Istilah Rechtsstaat merupakan buah
pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnhya
revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental
yang disebut civil law. Sebaliknya, the rule of law
berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas
sistem hukum common law. Walaupun demikian
perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi,
karena mengarah pada sasaran yang Sama, Yaitu
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham
antara rechtsstaat atau etat de droit dan the rule of law,
namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah
“negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945
disebut dengan ‘“negara berdasarkan atas hukum
(rechtsstaat)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham
tersebut. Keberadaan the rule of law adalah mencegah

penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga
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dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau
bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum
(rechtsstaat atau the rule of law), yang mengandung asas
legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas
kekuasaan kehakiman yang merdekatersebut, kesemuanya
bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah
dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani,
atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di
Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh
Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan
lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu
“rechtsstaat". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika,
konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan
A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut
Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya
dengan istilah “rechtsstaat™ itu mencakup 4 (empat)
elemen penting, yaitu:

a.  Perlindungan hak asasi manusia.
b.  Pembagian kekuasaan.
c.  Pemerintahan berdasarkan undang-undang.

d.  Peradilan tata usaha Negara.
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Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri
penting dalam setiapNegara Hukum yang disebutnya
dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:

a.  Supremacy of Law.
b.  Equality before the law.
c.  Due Process of Law.

Keempat prinsip “rechtsstaat” yang dikembangkan
oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat
digabungkan dengan ketiga prinsip “Rule of Law* yang
dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri
Negara Hukum moderndi zaman sekarang. Bahkan, oleh
“The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip
Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan
bebas dan tidak memihak (independence and impartiality
of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan
mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-
prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum
menurut “The International Commission of Jurists” itu
adalah:

a.  Negara harus tunduk pada hukum.
b.  Pemerintah menghormati hak-hak individu.
c.  Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Utrecht membedakan antara Negara hukum formil

atau Negara hukum Kklasik, dan negara hukum materiel
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atau Negara hukum modern. Negara hukum formil
menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan
sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan
tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum
Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian
keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman
dalam bukunya “Law in a Changing Society"
membedakan antara “rule of law*" dalam arti formil yaitu
dalam arti “organized public power", dan “rule of law"
dalam arti materiel yaitu “the rule of just law".

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan
bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak
serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama
karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri
dapatdipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan
dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel.
Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti
peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian
negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit
dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan
substantive. Karena itu, di samping istilah “the rule of
law"" oleh Friedman juga dikembangikan istilah “the rule
of just law" untuk memastikan bahwa dalam pengertian

kita tentang “the rule of law " tercakup pengertian keadilan
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yang lebih esensiel daripada sekedar memfungsikan

peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.

Kalaupun istilah yang digunakan tetap “the rule of law ",

pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan

dicakup dalam istilah “the rule of law" yang digunakan
untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman
sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas
prinsip pokok Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku
di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut
merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri
tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut
sebagai Negara Hukum (The Rule of Law, ataupun
Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya.Adapun prinsip-
prinsip dimaksud adalah sebagai berikut;*

a.  Supremasi Hukum (Supremacy of Law); Adanya
pengakuan normatif dan empirik akan prinsip
supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah
diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman
tertinggi.

b.  Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law);

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam

* Jimly Asshiddigie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer,Papper.
Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No.
14110-0614.
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hukum dan pemerintahan, yang diakui secara
normative dan dilaksanakan secara empirik.

Asas Legalitas (Due Process of Law); Dalam setiap
Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas
legalitas dalam segala bentuknya (due process of
law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan
harus didasarkan atas peraturan perundang-
undangan yang sah dan tertulis.

Pembatasan  Kekuasaan; Adanya pembatasan
kekuasaan Negara dan organ- organ Negara dengan
cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan
secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara
horizontal.

Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka
membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang
berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan
pemerintahan yang bersifat ,,independent®, seperti
bank sentral, organisasi tentara, organisasi
kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula
lembaga- lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi
Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga
Ombudsman, Komisi  Penyiaran, dan lain
sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-

organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya
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berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang
berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi
sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang
kepalaeksekutif untuk menentukan pengangkatan
ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi
lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting
untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat
disalahgunakan oleh pemerintah untuk
melanggengkan kekuasaan.

Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya
peradilan yang bebas dan tidak memihak
(independent and impartial judiciary). Peradilan
bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada
dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan
tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi
oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan
(politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan
tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan
bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya
secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum
tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap
Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-

tiap warga negara untuk menggugat keputusan
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pejabat administrasi Negara dan dijalankannya
putusan hakim tata usaha negara (administrative
court) oleh pejabat administrasi negara.

Peradilan Tata Negara (Constitutional Court); Di
samping adanya pengadilan tata usaha negara yang
diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan
bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern
juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan
mahkamah konstitusi dalam sistem
ketatanegaraannya.

Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya
perlindungan konstitusional terhadap hak asasi
manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan
penegakannya  melalui  proses yang adil.
Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut
dimasyarakatkan secara luas dalam rangka
mempromosikan penghormatan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang
penting suatu Negara Hukum yang demokratis.
Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat);
Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau
kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-
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undangan yang ditetapkan dan ditegakkan
mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di
tengah masyarakat.

k.  Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan
Bernegara (Welfare Rechtsstaat); Hukum adalah
sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan
bersama.

I Transparansi dan  Kontrol  Sosial;  Adanya
transparansi dan kontrol sosial yang terbuka
terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan
hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang
terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat
dilengkapi secara komplementer oleh peranserta
masyarakat secara langsung (partisipasi langsung)
dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.
Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan

gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan.

Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum

perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara

eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa

Indonesia  menganut  ide  “rechtsstaat”,  bukan

“machtsstaat”. Guna menjamin tertib hukum, penegakan

hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman
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atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi
penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam
penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering
merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.
b.  Teori Sistem Hukum
Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum
itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.*’

d) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang
diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai
macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya
sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan
melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan
pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan
hukum secara teratur.

e) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari
sistem  hukum, berupa  peraturan-peraturan,
keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh
pihak yang mengatur maupun yang diatur.

f)  Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai,
sikap-sikap, persepsi, custom, ways of doing, ways of
thinking, opinion yang mempengaruhi bekerjanya
hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai

kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi

*" Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), him. 28.
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sebagai jembatan yang menghubungkan antara
peraturan hukum dengan tingkah laku hukum
seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari  Friedman tersebut  dapat

digambarkan dengan bagan sebagai berikut:*®

SUBSTANSI HUKUM
Peraturan/Kebijakan
Tertulis & Tidak

Tertulis
4 N\
KULTUR HUKUM STRUKTUR HUKUM
Nilai-Nilai, Cara Pandang, Institusi Pemerintah,
Dan Kebiasaan Dalam <:> Aparat Penegak
\ Masyarakat ) Hukum & Peradilan
Bagan I:

Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

3. TeoriTujuan Pemidanaan Sebagai Applied Theory
Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori
gabungan sebagai pandanganintegratif di dalam tujuan
pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaanmempunyai tujuan
pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkanpandangan
Utilitarian dengan pandangan Retributivist. Pandangan

Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan

*®Mahmutarom, HR., Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban
Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan
Instrumen Internasional, UNDIP, Semarang, 2016, him. 289.
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harusmenimbulkan  konsekuensi bermanfaat yang dapat
dibuktikan dan pandanganretributivist yang menyatakan bahwa
keadilan dapat dicapai apabula tujuan yangTheological tersebut
dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-
prinsipkeadilan.*®
Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan
adalah sebagai berikut :
a.  Teori Absolut / Retribusi
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata
karena orang yang telahmelakukan suatu tindak pidana
atau kejahatan.Imamanuel Kant memandang pidana
sebagai “Kategorische Imperatif”’yakni seseorang harus
dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukankejahatan
sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan.
Tuntutankeadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada
pendapat Imamanuel Kantdi dalam bukunya “Philosophy
of Law " sebagai berikut :>
Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata
sebagai saranauntuk mempromosikan
tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itusendiri
maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal
harusdikenakan karena orang yang bersangkutan
telah melakukansesuatu kejahatan.

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah

juga memberikan pendapat yaitu teori pembalasan

* Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2002, him. 25.
**Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni,
Bandung, 2003, him. 30.
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mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuanuntuk yang
praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan
itusendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan
pidana.Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu
kejahatan. Tidaklahperlu memikirkan manfaat penjatuhan
pidana. Artinya teori pembalasan tidak memikirkan
bagaimana membina sipelakukejahatan, padahal sipelaku
kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untukmenjadi
manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan
martabatnya.”
b.  Teori Pemidanaan Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana
sesuatu  yang dapat digunakanuntuk  mencapai
pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang
bersalahmaupun yang berkaitan dengan dunia luar,
misalnya dengan mengisolasi danmemperbaiki penjahat
atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan
duniatempat yang lebih baik.

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori
ini terletak pada tujuannya.Pidana dijatuhkan bukan quia
peccatum est (karena orang membuat
kesalahan)melakukan ne peccetur (supaya orang jangan

melakukan kejahatan), maka cukupjelas bahwa teori

*Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di
Indonesia, Binda Cipta, Bandung, 2010, him. 34.
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tujuan ini  berusaha mewujudkan ketertiban dalam

masyarakat.>
Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan

ini, biasa dibedakan menjadi 2 (dua) istilah, yaitu :

1)  Prevensi special (speciale preventie) atau
Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap

terpidana, dimana prevensikhusus ini menekankan
tujuan pidana agar terpidana tidak
mengulangiperbuatannya lagi. Pidana berfungsi
untuk mendidik dan memperbaikiterpidana untuk
menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna,
sesuaidengan harkat dan martabatnya.

2) Prevensi General (Generale Prevenie) atau
Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan

pidana adalah untukmempertahankan ketertiban
masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruhpidana
ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya
dengan maksud untukmenakut-nakuti. Artinya
pencegahan kejahatan yang ingin dicapai olehpidana
adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota

masyarakat padaumumnya untuk tidak melakukuan

*2Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., him. 45.
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tindak pidana.Menurut Johan Andenaes terdapat tiga
bentuk pengaruh dalam pengertiannyaprevensi
general yaitu :
a)  Pengaruh pencegahan.
b)  Pengaruh untuk memperkuat larangan-
larangan moral.
c)  Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan
pembuatan patuh pada hukum.
Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan
Andenaes, maka Van Veenberpendapat bahwa
prevensi general mempunya tiga fungsi, yaitu
menegakan kewibawaan, menegakan norma dan
membentuk norma.
Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif.
Menurut teori gabungan,tujuan pidana selalu membalas
kesalahan penjahat juga dimaksudkan untukmelindungi
masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan
ketentuanberatnya pidana tidak boleh melampaui batas
pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de
Droit Penal” yang ditulispada tahun 1828 menyatakan :
‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidanabahwa

beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan

76



yang adil,namun pidana mempunya berbagai pengaruh

antara lain perbaikan sesuatu yangrusak dalam masyarakat

dan prevensi general.>
Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang
mempengaruh, yaitu :

1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur
pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi
masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya
“Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa pidana
adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri
dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan
sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan
jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang
berguna bagi kepentingan umum.

2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan
tatatertib masyarakat.Pembalasan adalah sifat suatu
pidana tetapi tujuannya adalah
melindungikesejahteraan masyarakat.

3)  Teori gabungan yang memandang sama pembalasan
dan pertahanan tata tertibmasyarakat.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi
masyarakat dan pembalasan atasperbuatan tidak

hukum.Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan

1bid., him 48.
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bahwa pidana mengandung hal-hallain, yaitu bahwa
pidana  diharapkan  sebagai suatu yang akan
membawakerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan
untuk menjadikan orang dapatditerima kembalidalam
masyarakat. Jadi memang sudah  seharusnyalah
tujuanpidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan
masyarakat yang tidakbertentangan dengan norma
kesusilaan dan perikamanusiaan sesuai denganPancasila.
d.  Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, yang
menyatakan bahwa, dewasa ini masalah pemidanaan
menjadi sangat kompleks sebagai akibatdari usaha untuk
lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkuthak-
hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat
operasional danfungsional. Untuk ini  diperlukan
pendekatan multi dimensional yangbersifat mendasar
terhadap dampak pemidanaan, baik yang
menyangkutdampak yang bersifat individual maupun
dampak yang bersifat sosial.>*

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya
keharusan untuk memilih teoriintegratif tentang tujuan
pemidanaan, Yyang dapat memenuhi  fungsinya

dalamrangka mengatasi  kerusakan-kerusakan yang

>Muladi, Op.Cit., him. 40.
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diakibatkan oleh tindak pidana(individual and social
damages).Pemilihan teori integratif tentang tujuan
pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan,baik yang
bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan
secarasosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang
dikemukakan oleh Stanley Grupp,bahwa kelayakan suatu
teori  pemidanaan  tergantung pada  anggapan-
anggapanseseorang terhadapa hakekat manusia, informasi
yang diterima seseorang sebagaiilmu pengetahuan yang
bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang
mungkindicapai dan penilaian terhadap persyaratan-
persyaratan untuk menerapkan teori-teoritertentu serta
kemungkinan-kemungkinan  yang dapat dilakukan
untukmenemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni
pengenaanpenderitaan yang setimpal terhadap penjahat
dan pencegahan kejahatan.Teori pemidanaan Yyang
integratif mensyaratkan pendekatan yang integraltujuan-
tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa
ketegangan-keteganganyang terjadi diantara tujuan-tujuan
pemidanaan tidak dapatdipecahkan secara menyeluruh.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan
yuridis diatas, Muladi menyimpulkan bahwa tujuan

pemidanaan  adalah  untuk = memperbaikikerusakan
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individual dan sosial (individual and social damages)

yangdiakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari

seperangkat tujuanpemidanaan yang harus dipenuhi.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah

1)
2)
3)

4)

Pencegahan (umum dan khusus);
Perlindungan Masyarakat;
Memelihara Solidaritas Masyarakat dan

Pengimbalan/Pengimbangan.

H. Kerangka Pemikiran

PANCASILA

80
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SISTEM PIDANA YANG IDEAL BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI
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I.  Metode Penelitian
1.  Paradigma Penelitian

Penelitian  disertasi ini menggunakan paradigma
konstruktivisme, yaitu paradigma yang hampir merupakan
antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan
objektivitas dalam menemukan suatu realitas dan ilmu
pengetahuan.. Paradigma sendiri adalah suatu cara pandang
untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma
menunjukkan apa yang penting, absah, dan masuk akal.
Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada
praktisnya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan
pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.

Menurut Ritzer, paradigma membantu merumuskan
tentang apa dan bagaimana persoalan harus dipelajari dan mesti
dijawab.> Ada tiga paradigma menurut Ritzer, yakni paradigma
fakta sosial (hanya memusatkan perhatian pada struktur makro),
definisi sosial (memusatkan perhatian pada tingkatan, interaksi,
dan konstruksi sosial dari realitas), dan perilaku sosial
(memusatkan perhatian pada perilaku), dan menawarkan
“paradigma sosiologi yang integratif”’. Kunci paradigma yang
terintegrasi adalah mengenai gagasan tingkat-tingkat analisis

mikroskopik-makroskopik, dan dimensi objektif-subjekatif dari

>George Ritzer, Sosiologi llmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Terjemahan
Alimandan, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2009, him. 7.
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analisis sosial, dimana di tiap ujung mikro-makro dapat

dibedakan antara komponen objektif dan subjektif.>®

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan

disertasi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum
deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis yaitu
penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek
pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.>’
Deskriptif karena dalam peristiwa ini diharapkan akan diperoleh
gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus
penelitian, sedangkan analitis karena dari data-data yang
diperoleh akan dianalisis.

3. Metode Pendekatan

Penelitian disertasi ini akan disusun dengan menggunakan

tipe penelitian yuridis sosiologis atau social legal research,
yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai
institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan
yang nyata.”® Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan
penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum

secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya yaitu

% George Ritzer dan Dauglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, PT.
RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2009, hiIm. A-15 hingga A-18.

" Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1988, him. 35.

*8Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press,
Jakarta, 1986, him. 51.
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mengetahui efektifitas hukum frasa pemufakatan jahat dalam

tindak pidana korupsi.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum
yang diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang
berkaitan dengan konstruksi terhadap sanksi pidana mati dalam
tindak pidana korupsi berdasarkan nilai kemanusiaan dan
keadilan.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil
dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

a.  Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung
dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan
yang akan dibahas.”® Sumber data diperoleh secara
langsung dari wawancara kepada Gunawan selaku
Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah,
Joko Hermawan selaku Jaksa Tipikor Kejaksaan Tinggi
Jawa Tengah, dan Marsudi selaku penyidik Tipikor Polda
Jawa Tengah.

b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari
peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku ilmiah,

hasil penelitian dan sebagainya sebagai data pelengkap

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2006, him. 30.
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sumber data primer. Adapun data sekunder tersebut antara

lain :

1)

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan

hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan

perundang-undangan yaitu :

h)

)

K)

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana
(KUHP);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;
Undang-UndangNomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;

Putusan ~ Mahkamah  KonstitusiRepublik
Indonesia Nomor 3/PUU-V/2007;

Peraturan perundang-undangan lain yang

terkait dengan penulisan disertasi ini.
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2)  Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder diperoleh dari

penelitian orang lain atau sumber yang telah
dipublikasikan, melalui riset kepustakaan sehingga
data tersebut telah tersedia. Bahan hukum sekunder
merupakan pendukung dari data primer. Bahan
hukum sekunder umumnya berupa buku, catatan,
jurnal atau laporan historis yang telah tersusun
dalam data dokumenter. Data sekunder dapat
diperoleh dari berbagai sumber.

3)  Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum
yang mendukung bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder dengan memberikan pemahaman
dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan
hukum vyang dipergunakan oleh penulis adalah
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum,
internet dan lain sebagainya.
5.  TeknikPengumpulan Data
Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer
dan data sekunder dilakukan dengan cara :
c.  Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang

berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber
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tertulis atau gambar berbentuk peraturan perundang-
undangan, karya ilmiah, dokumen resmi, buku, majalah,
arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan
permasalahan penelitian. Dilakukan untuk memperoleh
dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang
konstruksi sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi
berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan.
d.  Wawancara

Metode interview(wawancara) adalah proses tanya
jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan
dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau
keterangan-keterangan. Metode ini diharapkan akan
memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian
ini dan dapat menjadi gambaran yang lebih jelas guna
mempermudah menganalisis data selanjutnya.®®Sumber
data diperoleh secara langsung dari wawancara kepada
Gunawan selaku Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda
Jawa Tengah, Joko Hermawan selaku Jaksa Tipikor
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan Marsudi selaku

penyidik Tipikor Polda Jawa Tengah.

1bid., him. 83.
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6.  Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian disertasi ini menggunakan
analisis deskriptif kualitatif, artinya menguraikan data yang
diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskritif).

Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis

empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis

normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara
dedukatif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta
yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan
bersifat khusus.

Sistematika Penulisan

Penelitian dalam disertasi ini dibagi dalam 6 (enam) bab, yakni
sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan membahas tentang Latar Belakang,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka
Konseptual, Kerangka Teoretik, Kerangka Pemikiran, Metode
Penelitian, Sistematika Penulisan, Orisinalitas Penelitian dan Jangka
Waktu Penelitian.

Bab II, Tinjauan Pustaka yang membahas tentang Sanksi
Pidana, Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana
Mati Dalam Islam.

Bab 111, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Saat Ini.
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Bab 1V, Penyebab Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana
Korupsi Belum Memenuhi Nilai Kemanusiaan dan Keadilan.

Bab V, Rekonstruksi Terhadap Sanksi Pidana Mati Dalam
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai Kemanusiaan dan Keadilan.

Bab VI, berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan
beberapa Saran dan Implikasi Kajian Disertasi.
Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang
ada, penelitian mengenai “REKONSTRUKSI TERHADAP
SANKSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN DAN

NILAI KEMANUSIAAN

KEADILAN”belum pernah dilakukan dengan topik dan

permasalahan yang sama. Dengan demikian penelitian disertasi ini
merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas

keilmuan. Adapun penjelasan yang dimaksudkan akan dibahas dalam

tabel di bawah ini:

Tabel I: Orisinalitas Penelitian Disertasi

. ) o Perbedaan dan
No. | Penyusun Judul Penelitian | Hasil Penelitian Kebaruan
Hendry Kerugian Kerugian yang Berbeda dengan
Julian Noor Keuangan dialami oleh penulisan penulis
(Universitas Negara Dalam BUMN Persero yang mengkaji
Gajah Mada, | Pengelolaan tidak selalu mengenai
2018) Badan Usaha termasuk dalam konstruksi sanksi
Milik Negara kualifikasi pidana, terlebih
Berbentuk kerugian mengenai sanksi
Perseoran keuangan Negara | pidana mati yang
Terbatas, dan korupsi dilakukan dalam
Perspektif dalam BUMN tindak pidana
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Hukum Bisnis
dan Tindak
Pidana Korupsi

tidak dilakukan
dalam rangka
kepentingan
persero
melainkan
kepentingan
pribadi yang turut

korupsi
berdasarkan nilai
kemanusiaan dan
keadilan

campur di

dalamnya
Miss Perbandingan Memberikan Penulis lebih
Nootchanee Sanksi Pidana kesimpulan mengkaji tentang
Suksrinuan Korupsi Dalam bahwa terdapat sanksi pidana
(UIN Sunan Hukum Pidana beberapa mati dalam tindak
Kalijaga Indonesia dan persamaan dan pidana korupsi
Yogyakarta, | Thailand perbedaan yang terjadi di
2017) pemberian sanksi | Indonesia dan

tindak pidana penyebab

korupsi antara penerapan sanksi

Indonesia dan pidana mati

Thailand, belum memenuhi

perbedaannya nilai kemanusiaan

terletak pada dan keadilan

Indonesia sudah

menerapkan

sanksi pidana

mati tetapi tidak

dijelaskan lebih

lanjut mengenai

ketentuan

tersebut.
Bettina Yahya | Pembuktian Menjelaskan Berbeda dengan
(Universitas Tindak Pidana mengenai penulisan
Gajahmada, Korupsi Yang pembuktian disertasi penulis
2018) Dilakukan tindak pidana yang lebih

Korporasi korupsi yang mengarah kepada

Sebagai Upaya
Pengembalian
Kerugian
Keuangan
Negara

dilakukan
korporasi masih
mengikuti system
pembuktian
dalam KUHAP,
kecuali
ditentukan lain

sanksi pidana,
secara khusus
mengenai
penerapan sanksi
pidana mati bagi
para pelaku
tindak pidana
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oleh undang-
undang tidak
pidana korupsi
dan menjelaskan
upaya
pengembalian

kerugian Negara.

korupsi
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